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RINGKASAN 

 

Masa isnsentif pajak untuk UMKM berdasarkan PP 28 Tahun 2018 akan berakhir 

pada tahun 2024, dimana UMKM yang selama ini menggunakan tarif khusus pajak 

UMKM harus berubah menggunakan tarif pajak umum sesuai pasal 17 undang- 

undang PPh. UMKM diwajibkan untuk membuat pembukuan dalam menghitung PPh 

terutang yang timbul dari penghasilan yang didapatkan sebagai pengusaha UMKM. 

UMKM yang dimiliki oleh orang pribadi memiliki dua alternatif dalam pemenuhan 

kewajiban perpajakan yaitu menggunakan pembukuan atau dapat menggunakan 

norma penghitungan penghasilan neto (NPPN). UMKM yang berbadan hukum 

Perseroan terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), Firma, Koperasi dll 

hanya memiliki satu pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu pembukuan. Hal diatas 

tentukan akan meningkatkan biaya yang tidak sedikit yang harus ditanggung oleh 

pemilik UMKM, tidak hanya tarif pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan tarif 

UMKM yang selama ini mereka bayarkan dan biaya administrasi pencatatan atau 

pembukuan. Sungguh ironis, dengan semakin sulitnya keadaan ekonomi tetapi 

pemerintah melalui Dirjen Pajak mengharusnya para pemilik UMKM untuk 

menanggung beban pajak melalui kenaikan tarif pajak. 

 

Kata kunci: Tarif UMKM, Pajak Penghasilan Umum, Pembukuan, Norma 

Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) 
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PRAKATA 

 

 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas 

berkah dan rahmatnya akhirnya penelitian/pengabdian kepada masyarakat ini dapat 

kami selesaikan tepat pada waktunya. Kami menyadari dapat terselesaikannya 

penelitian ini berkat bantuan dari berbagai pihak mulai dari saat persiapan, proses 

maupun penyelesaian penelitian ini. Untuk itu dalam kesempatan ini ijinkan kami 

menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat beserta staff, Rektor, Dekan dan para manajer, 

Kepala Program Studi Akuntansi dan manajemen, dan seluruh karyawan Iwai 

Bakery yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan pelatihan dan 

implementasi Kewajiban Penerapan Perpajakan Setelah Berakhirnya Insentif Pajak 

(Pp No. 23 Tahun 2018) 

Kami menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna namun 

diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu. Kami juga berharap penelitian 

ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Analisis Situasi 

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan insentif tarif pajak penghasilan 

(PPh) sebesar 0,5% yang berlaku saat ini bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) orang pribadi akan segera berakhir (Kompas.com, 14/8/2023). Pada APBN 

2024, sebesar 21,2% dari belanja perpajakan senilai Rp 374,5 triliun akan 

dialokasikan untuk pengembangan UMKM (Kompas.id, 22/9/2023). Selama ini, 

insentif tersebut diwujudkan dalam bentuk tarif pajak penghasilan sangat rendah bagi 

UMKM yang omzetnya tahunannya tidak melebihi Rp 4,8 miliar. Tarif UMKM 

sebenarnya mulai berlaku pada tahun 2013, dengan tarif pajak yang ditetapkan hanya 

sebesar 1% dari omzet. Lima tahun kemudian, diberlakukan Peraturan Pemerintah 

(PP) No. 23/2018 yang kembali menurunkan tarifnya menjadi 0,5%. Kebijakan ini 

masih berlaku hingga sekarang. Namun PP 23/2018 memberikan aturan baru yang 

membatasi penggunaan insentif tersebut berdasarkan waktu. 

Bagi UMKM berbentuk perseroan terbatas (PT), batas waktunya adalah tiga tahun, 

bagi UMKM berbentuk koperasi, firma, dan persekutuan komanditer (CV), batas 

waktunya ditetapkan empat tahun dan khusus untuk UMKM orang pribadi, batas 

waktunya lebih panjang hingga mencapai tujuh tahun. Tentunya bagi UMKM yang 

sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sejak atau sebelum tahun 2018, 

maka jangka waktunya dihitung mulai tahun 2018 saat berlakunya PP 23/2018. 

Namun bagi UMKM yang baru memperoleh NPWP pada atau setelah 2019, maka 

jangka waktunya dihitung sejak tahun mulai terdaftar sebagai wajib pajak. Berikut 

adalah contohnya: jika orang pribadi pengusaha UMKM baru memiliki NPWP pada 

2020, maka insentif pajak sebesar 0,5% akan berlaku selama 7 tahun pajak/fiskal 

hingga tahun 2026. Bagi UMKM orang pribadi yang telah memanfaatkan pajak 0,5% 

sejak tahun 2018, tahun 2024 merupakan tahun terakhir dalam jangka waktu 7 tahun 

tersebut. Mulai Januari 2025 dan seterusnya, tarif pajak sebesar 0,5% tidak lagi bisa 

digunakan dan akan dikenakan tarif progresif sesuai yang berlaku umum dalam 

perhitungan pajak penghasilan orang pribadi. 

Adanya pembatasan waktu selama tujuh tahun dimaksudkan sebagai masa 

pembelajaran bagi pelaku UMKM agar menyelenggarakan pembukuan keuangan 
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sebelum dikenai tarif pajak progresif sesuai Undang-Undang (UU) Pajak 

Penghasilan. Melalui pembukuan, pelaku UMKM diharapkan mencatat secara teratur 

seluruh transaksi baik pengeluaran dan pendapatan dalam aktivitas usahanya selama 

setahun penuh. Dengan demikian, nilai keuntungan atau kerugian bersih yang 

sebenarnya diperoleh kemudian dapat dihitung. Pembukuan sebenarnya penting 

untuk memperoleh gambaran atas kinerja usaha dari tahun ke tahun bagi pelaku 

UMKM (Kompas.com, 14/10/2024). Nilai laba neto yang dihitung dari pembukuan 

juga penting karena menentukan berapa besar kewajiban pajak yang harus 

dibayarkan bagi otoritas perpajakan. Oleh karena itu, UU Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan sebenarnya sudah mewajibkan menyelenggarakan pembukuan keuangan 

bagi seluruh orang pribadi pengusaha. PP 23/2018 pun ditetapkan sebagai 

penyederhanaan agar UMKM dapat langsung menyetor pajak penghasilannya 

sebesar 0,5% dari omzet. Hanya saja, fasilitas tidak dapat berlangsung seterusnya. 

Agar UMKM terdorong melakukan transisi menyiapkan pembukuan keuangan, Perlu 

ada jangka waktu yang ditetapkan. Bagi UMKM orang pribadi yang telah 

menggunakan tarif pajak 0,5% sejak 2018, berakhirnya jangka waktu tersebut tahun 

ini akan memunculkan kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan keuangan 

mulai tahun pajak 2025. Dengan demikian, setiap transaksi dalam kegiatan usaha 

harus dicatat dan terdokumentasi secara teratur mulai Januari 2025. Catatan-catatan 

tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun laporan keuangan fiskal yang harus 

dilampirkan ketika menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak 

Penghasilan pada awal 2026. Nilai untung bersih itu yang nantinya menjadi dasar 

perhitungan pajak penghasilan. Nilai keuntungan yang melebihi batas penghasilan 

tidak kena pajak (PTKP) akan dikenai pajak penghasilan dengan tarif progresif yang 

berlaku umum. Konsep seperti ini serupa dengan perhitungan pajak penghasilan pada 

orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan dan pegawai. Misalnya, UMKM yang 

dalam setahun memperoleh omzet Rp 2 miliar, dengan total pengeluaran Rp 1,8 

miliar, akan untung bersih senilai Rp 200 juta. Dalam skema yang masih berlaku saat 

ini, pajak penghasilannya dihitung langsung sebesar 0,5% dari Rp 2 miliar nilai 

omzetnya. Setelah skema pajak 0,5% berakhir, perhitungan pajak penghasilan akan 

didasarkan pada keuntungan bersih sebesar Rp 200 juta yang dikurangi lagi dengan 

PTKP. Hasilnya akan dikenai tarif progresif mulai dari 5%, 15%, 25%, 30% dan 
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35% sesuai ketentuan pajak penghasilan orang pribadi Andriani, L., Atmadja, A. T., 

& Sinarwati, N. K. (2014). 

Dalam beberapa situasi, skema pajak dengan pembukuan seperti ini bisa lebih 

menguntungkan dibandingkan skema tarif 0,5%. Misalnya, pajak penghasilannya 

bisa sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali bagi UMKM yang margin 

keuntungannya sangat kecil atau baru merintis sehingga masih merugi. Namun, bisa 

juga penyelenggaraan pembukuan bagi UMKM justru menimbulkan lebih banyak 

masalah dibanding manfaatnya. Misalnya, pada UMKM di sektor informal seperti 

toko kelontong dan pertanian rakyat, urgensi pembukuan bisa jadi tidak sepenting 

pada UMKM yang lebih terstruktur seperti toko swalayan atau rumah makan. Oleh 

karena itu, sebagai ganti agar tidak menyelenggarakan pembukuan, UU Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan memberikan alternatif bagi UMKM orang pribadi untuk 

memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Dalam 

mekanisme NPPN, nilai penghasilan neto atau keuntungan bersih dihitung langsung 

dari omzet berdasarkan persentase tertentu yang ditetapkan dalam peraturan Direktur 

Jenderal Pajak. Dengan demikian, pembukuan tidak lagi diperlukan untuk 

menghitung pajak penghasilannya. Misalnya, persentase NPPN atas pertanian padi 

ditetapkan sebesar 15% dari omzet. Jika omzet yang diperoleh petani mencapai Rp 

300 juta dalam setahun, maka penghasilan bersihnya ditetapkan sebesar Rp 45 juta. 

Jika demikian, pajak penghasilan tidak harus dibayar karena penghasilan bersihnya 

belum melebihi batas PTKP terendah yaitu Rp 54 juta. Jika penghasilan bersih yang 

dihitung menggunakan NPPN ternyata lebih besar dari batas nilai PTKP, maka 

kelebihannya akan dikenai pajak penghasilan dengan tarif progresif seperti pada 

skema pembukuan. Namun, penting diperhatikan bahwa untuk dapat menggunakan 

fasilitas NPPN, wajib pajak harus menyampaikan terlebih dahulu kepada Direktorat 

Jenderal Pajak paling lama tiga bulan sejak awal tahun yang akan mulai 

menggunakan NPPN. Bagi UMKM yang tahun ini terakhir memanfaatkan tarif pajak 

0,5%, penyampaiannya berarti paling lama 31 Maret 2025. Jika tidak disampaikan, 

wajib pajak dianggap telah memilih untuk menyelenggarakan pembukuan. Selain itu, 

NPPN tidak dapat digunakan oleh wajib pajak yang sudah pernah menggunakan 

pembukuan dalam SPT Tahunan. Artinya, apabila terlewat menyampaikan 

permohonan NPPN pada tahun pertama tidak menggunakan tarif pajak 0,5%, 
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UMKM orang pribadi wajib menyelenggarakan pembukuan secara berkelanjutan 

hingga tahun-tahun berikutnya. 

1.2 Permasalahan Mitra 

Iwai Bakery yang dimiliki oleh Bapak Andre Iskandar sebagai wajib pajak 

orang pribadi sudah memanfaatkan tarif UMKM selama 7 tahun sampai tahun 2024 

sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018 yang diperbarui dengan PP No. 55 

Tahun 2022, UKM dengan omzet bruto di bawah Rp 4,8 miliar setahun dan 

menggunakan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% dari penghasilan bruto. Dengan 

berakhirnya insentif pajak yang selama ini dimanfaatkan oleh wajib pajak, maka 

mulai tahun 2025 harus berubah menggunakan tarif umum melalui pencatatan 

dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NTPN) PER - 17/Pj/2015 atau 

menggunakan pembukuan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dengan tarif pajak 5%, 15%, 25%, 30% dan 35% 

Denny Putri Hapsari, Andari, A. N. H. (2017). Hal teresebut menyebabkan masalah 

bagi pemilik UMKM, karena pemilik maupun karyawan kurang memahami 

bagaimana implementasi dan pemanfaat dari ke dua metode diatas dan efisiensinya 

dalam membayar pajak. 

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini memberikan edukasi dalam 

menentukan Kewajiban Perpajakan Pada Perusahaan UMKM orang pribadi. Pada 

PKM saat ini, dengan adanya perubahan peraturan perpajakan berkaitan perhitungan 

dan pelaporan menggunakan tarif PPh umum sebagai pengganti setelah berakhirnya 

tarif UMKM, kami mengadakan pertemuan dengan pimpinan sekaligus pemilik dari 

Iwai Bakery di Ruko Exclusive Bukit Golf Mediterania, Jl. Marina Raya Jl. Pantai 

Indah Kapuk No.25 Blok B, RT.7/RW.2, Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jkt Utara, 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14470 untuk memberikan edukasi, pemahaman dan 

persiapan pemenuhan kewajiban perpajakan yang harus dijalankan pada tahun 2025. 

Mengingat keterbatasan kemampuan karyawan dan pemilik, maka pimpinan 

sekaligus pemilik mengajukan permohonan terhadap Universitas Tarumanagara 

melalui dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 

Berdasarkan survey dan informasi diatas, kami mengambil kesimpulan bahwa 

Iwai Bakery yang dimiliki oleh Bapak Andre Iskandar membutuhkan penyuluhan 

dan pelatihan untuk persiapan dalam penghitungan pajak penghasilan pada tahun 
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2025 nanti. Kondisi dan hasil pertemuan dengan pihak perusahaan, saya dosen dan 

mahasiswa FE Untar melakukan kegiatan PKM melalui metode penyuluhan dan 

pelatihan penghitungan, pemotongan dan pelaporan PPh umum melalui pembukuan 

atau menggunakan NPPN dalam upaya memenuhi kewajiban perpajakan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

 

1.3 Hasil PKM Terkait 

Melalui PKM ini, diharapkan Iwai Bakery dapat menjalankan kewajiban 

perpajakan khususnya perhitungan, pemotongan dan pelaporan menggunakan PPh 

umum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sesuai pasal 17 UU PPh. Hasil dari 

PKM ini diharapkan Pemilik dan karyawan Iwai Bakery lebih memahami akan 

adanya kewajiban perpajakan dan karyawan administrasi mampu untuk 

melaksanakan kewajiban pajak dengan benar sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku. 

 

1.4 Keterkaitan Topik dengan Peta Jalan PKM yang ada di Rencana Induk 

Penelitian. 

PKM ini mempunyai keterkaitan topik dengan Peta Jalan PKM yang ada di 

Rencana Induk Penelitian Universitas Tarumanagara yaitu PKM Ungulan 6 dimana 

kelangsungan hidup Perusahaan tetap terjaga. Dalam dunia usaha, fokus utama 

bukan hanya tentang bisnis saja, tetapi kewajiban perpajakan juga harus dilaksanakan 

supaya semua dapat berjalan dengan lancar, efisien dan efektif. PKM masuk kedalam 

kompetensi ilmu ekonomi, khususnya adalah perpajakan dalam kewirausahaan yang 

dapat membantu meningkatkan dunia usaha dan menunjang perekonomian nasional. 

Pada dasarnya, meningkatkan kesadaran akan kewajiban perpajakan mulai dari 

menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan praktek dalam dunia usaha 

adalah permasalahan kegiatan ekonomi. 
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BAB 2 

SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN 

 

2.1 Solusi Permasalahan 

2.1.1 Solusi dan sasaran mitra adalah mendapatkan penyuluhan, pelatihan, 

pendampingan bagi karyawan Iwai Bakery sehingga dapat dijadikan 

pedomaan kerja, khususnya kewajiban dalam penghitungan, pemotongan dan 

pelaporan PPh umum sebagai bukti pemenuhan kewajiban perpajakan. Hasil 

PKM juga dapat dijadikan model kerja bagi perusahaan UMKM lainnya. 

2.1.2 Sasaran target dari aktivitas penyuluhan bagi Fakultas Ekonomi yaitu dapat 

dijadikan modul bagi pengajaran atau referensi tambahan bagi mata kuliah 

“Perpajakan, Akuntansi Perpajakan, Manajemen Pajak”, khususnya 

penghitungan, pemotongan dan pelaporan PPh umum menggunakan NPPN 

maupun pembukuan. 

2.1.3 Sasaran target bagi mahasiswa, diharapkan dapat menjelaskan dan 

menentukan elemen-elemen dalam penghitungan, pemotongan dan pelaporan 

PPh umum menggunakan NPPN maupun pembukuan, serta praktek kerja 

nyata di dunia usaha. 

2.1.4 Dengan adanya penyuluhan dan pembinaan penghitungan, pemotongan dan 

pelaporan PPh umum menggunakan NPPN maupun pembukuan sebagai 

upaya pemenuhan kewajiba perpajakan diharapkan muncul sinergi yang lebih 

nyata antara dunia pendidikan dan dunia bisnis sehingga kedua belah pihak 

mendapatkan manfaat untuk kemajuan bersama. 

 

2.2 Rencana Luaran Kegiatan (Pilih minimal satu untuk luaran wajib dan satu 

untuk luaran tambahan). 

Rencana Luaran Kegiatan adalah Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, sedangkan 

luaran tambahan adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). 
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

3.1 Bentuk/Jenis Metode Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan penyuluhan, pelatihan dan 

pendampingan dalam penghitungan dan pemotongan, pelaporan PPh umum 

menggunakan NPPN maupun pembukuan Diajeng Amatullah Azizah Rachmanti, 

Misrin Hariyadi, A. (2019). Selain itu kami juga akan memberikan bimbingan dalam 

perhitungan berdasarkan peraturan terbaru Undang-Undang Harmonisasi UU No 7 

Tahun 2021melalui PP Nomor 56 Tahun 2022. Untuk mendukung hal tersebut, juga 

akan dikembangkan pedoman dasar dan sederhana dalam penghitungan PPh umum 

maupun contoh perhitungan berdasarkan data penghasilan yang didapatkan pada 

tahun sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pelaku 

usaha UMKM karena pelaku usaha wajib melakukan penyetoran pajak melalui 

angsuran PPh 25. 

3.2 Langkah-langkah/Tahapan pelaksanaan 

Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengadakan pertemuan dengan pemilik Iwai Bakery Bapak Andre Iskandar dan 

karyawan untuk membahas kebutuhan sesuai pengetahuan dari karyawan 

tersebut. 

2. Menentukan hari dan waktu untuk pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan. 

3. Menyiapkan materi dan jumlah karyawan yang mau ikut pelatihan. 

4. Menggandakan materi sesuai dengan jumlah pegawai yang mau diikutkan dalam 

proses pelatihan. 

5. Sesuai waktu yang sudah ditetapkan, kegiatan PKM akan dilaksanakan. 

6. Praktek melakukan perhitungan PPh umum sesuai pasal 17 UU PPh. 

7. Evaluasi ke Mitra. 

 

3.3 Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM 

Partisipasi mitra dengan menyediakan tempat untuk dijalankan penyuluhan, pelatihan 

dan pendampingan. Dengan menggunakan PC atau laptop, para karyawan dapat 

melakukan praktek perhitungan pajak terhutang sesuai dengan data yang dimiliki 

Perusahaan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi 

Sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, pada kunjungan pertama, kami 

memberikan pemahaman atas kebijakan atau ketentuan yang berlaku sesuai dengan 

peraturan. Orang pribadi yang memilih untuk melakukan kegiatan usaha bebas atau 

wiraswasta, memiliki pilihan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

Kewajiban perpajakan disini timbul atas kegiatan usaha yang dijalankan dan 

mendapatkan penghasilan. Pada umumnya orang pribadi yang melakukan usaha ada 

pada usaha kecil atau menengah (UMKM). Di Indonesia, para UMKM berdasarkan 

PP 23 Tahun 2018 yang di perbaharui melalui PP 55 Tahun 2022 mendapatkan 

insentif pajak dan hanya membayar pajak 0,5% dikalikan dengan peredaran bruto- 

Rp 500.000.000. Sudah mendapat tarif insentif yang murah, hanya 0,5% bahkan 

pemerintah melalui peraturan PP 55 Tahun 2022 memberikan tambahan pembebasan 

pajak atas peredaran bruto sampai dengan Rp 500.000.000. Sangat mudah dan simple 

dalam membayar pajaknya, selain itu sesuai peraturan para UMKM yang 

mendapatkan insentif tersebut cukup melakukan pencatatan peredaran brutonya. Para 

UMKM tidak ada kewajiban untuk melakukan pencatatan secara detail setiap 

transaksi atas aktivitas usahanya atau seringkali kita ketahui tidak perlu melakukan 

pembukuan. Dengan berakhirnya masa insentif pajak yang didapatkan oleh UMKM 

dimana jika pemiliknya adalah orang pribadi sesuai PP 55 Tahun 2022 mendapatkan 

insentif selama 7 tahun. 

Pada kunjungan kedua, kami bertemu langsung dengan pemilik UMKM Iwai 

Bakery. Iwai Bakery yang dimiliki oleh Bpk Andre Iskandar sudah mulai 

menggunakan insentif pajak pada tahun 2018, sehingga tahun 2024 adalah tahun 

terakhir untuk dapat memanfaatkan insentif pajak UMKM nya. Saat ini sudah bulan 

September 2024 dimana tinggal 3 bulan kedepan, pemilik UMKM harus mengubah 

metode pembayaran pajaknya dengan menggunakan tarif umum sesuai pasal 17 UU 

PPh dengan melakukan pembukuan atau diperbolehkan juga menggunakan tarif 

Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) sesuai Peraturan Dirjen Pajak 

Nomor : PER - 17/PJ/2015 dan diperbarui melalui Peraturan Menter! Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 54/PMK.03/2021 
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Tarif UmumSesuai Pasal 17 UU PPh (Pembukuan) 

PPh Pasal 17 merupakan aturan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2018 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), yang kini sudah diganti dengan undang- 

undang baru yakni Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) 

(https://www.online-pajak.com, 2024) Pengenaan tarif PPh Pasal 17 kepada wajib pajak 

orang pribadi dibagi atas beberapa lapisan. Jika sebelumnya tarif pajak yang dibebankan 

mulai dari 5%-30%, kini tarif pajak tersebut berubah sesuai peraturan UU HPP. 

1. Penghasilan Rp0 sampai dengan Rp60.000.000, dikenakan tarif pajak 5% 

2. Penghasilan di atas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000, dikenakan tarif 

pajak 15% 

3. Penghasilan di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000, dikenakan 

tarif pajak 25% 

4. Penghasilan di atas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5 miliar, dikenakan tarif 

pajak 30% 

5. Penghasilan di atas Rp5 miliar, dikenakan tarif pajak 35% 

Artinya bagi wajib pajak orang pribadi jika menggunakan tarif umum pasal 17 UU 

PPh tersebut diwajibkan untuk menyusun pembukuan untuk mengetahui secara pasti 

berapa laba usaha UMKM nya dan kemudian berdasarkan laba fiskal akan 

dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sehingga didapatkan 

penghasilan kena pajak (PKP) di kalikan dengan tarif progresif diatas. 

 

Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) 

Wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak boleh mempergunakan insentif 

pajak PPh final UMKM, dapat menghitung pajak menggunakan Norma 

Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan 

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun 

kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) wajib 

menyelenggarakan pencatatan, kecuali Wajib Pajak yang bersangkutan memilih 

menyelenggarakan pembukuan. Wajib Pajak orang pribadi yang wajib 

menyelenggarakan pencatatan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan 

Norma Penghitungan Penghasilan Neto (PER - 17/PJ/2015). Berdasarkan lampiran 

PER-17/PJ/2015 dijabarkan bahwa Iwai Bakery masuk dalam kategori Perdagangan 

Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya (KLU 47242) dengan 

https://www.online-pajak.com/
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tarif 30% untuk lokasi Ibu kota Provinsi Jakarta. Artinya peredaran bruto yang 

didapatkan atas penjualan Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya akan 

dikalikan tarif 30% dan itu dianggap sebagai keuntungan atau laba usaha. Dari laba 

usaha tersebut wajib pajak mendapatkan pengurangan sebesar Penghasilan Tidak 

Kena Pajak (PTKP) sehingga didapatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP). 

Berdasarkan PKP x tarif pajak progresif WP OP akan didapatkan pajak penghasilan 

yang harus dibayarkan oleh pengusaha UMKM tersebut. 

 

Simulasi Perhitungan PPh Terutang. 

Pada kunjungan ketiga, kami memberikan simulasi berkaitan perhitungan 

pembayaran pajak baik menggunakan metode tarif 0,5% PPh Final khusus UMKM. 

NPPN maupun menggunakan pembukuan. Norma Perhitungan Penghasilan Neto 

(NPPN) merupakan metode yang dapat digunakan sebagai dasar menentukan 

besarnya penghasilan neto yang dihitung dengan cara mengalikan persentase tertentu 

atas penghasilan bruto untuk bidang usaha dan lokasi usaha yang sesuai. Norma 

Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) ini hanya boleh digunakan oleh Wajib Pajak 

Orang Pribadi yang memiliki peredaran brutonya kurang dari Rp 4.800.000.000,00 

(empat milliar delapan ratus juta rupiah). Untuk dapat menggunakan NPPN Wajib 

Pajak Orang Pribadi harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak paling 

lambat 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Bpk Andre 

Iskandar, menikah dan memiliki 3 anak kandung melakukan kegiatas usaha yaitu 

Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya (KLU 

47242) yang berdomisili di Jakarta. Berikut simulasi penghasilan penjualan tahun 

2024 yang didapatkan jika menggunakan: 

 

1. Insentif PPh Final UMKM 
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2. PPh Menggunakan NPPN 
 

 

3. Pph Menggunakan Pembukuan 
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Berdasarkan simulasi perhitungan pembayaran pajak, maka para pengusaha UMKM 

khusus nya Iwai Bakery dapat memilih menggunakan NPPN atau PPh Umum sesuai 

pasal 17 UU PPh dengan menggunakan pembukuan. Melihat peningkatan 

pembayaran pajak, dimana saat menggunakan insentif pajak UMKM tarif 0,5% 

hanya membayar Rp 5.944.000. Tetapi mulai tahun depan yaitu mulai tahun 2025, 

para pengusaha UMKM baik menggunakan NPPN maupun Pembukuan harus 

membayar Rp 77.660.000 atau mengalami kenaikan Rp 77.600.000 – Rp 5.944.000 = 

Rp 71.716.000. suatu kenaikan yang sangat fantastis, ditenggah kesulitan ekonomi 

dimana para UMKM harus dapat bertahan hidup. Dengan kenaikan sebesar 16,065 x 

dari pajak sebelumnya, membuat para pengusaha UMKM menjadi pesimis, apakah 

usahanya masih bisa bertahan atau tidak ? 

Dengan simulasi diatas, kami sampaikan cara perhitungan dan pemilihan kewajiban 

perpajakan kepada pemilik Iwai Bakery. Sesuai dengan ulasan diatas, benar sekali 

pemilik menjadi bingung dan bagaimana harus membayarkan pajak yang mengalami 

kenaikan sangat besar. Dengan harap-harap cemas, pengusaha UMKM 

mengharapkan adanya regulasi baru menjelang akhir tahun 2024 yaitu adanya suatu 

regulasi sejenis tarif pajak khusus UMKM seperti terdahulu walaupun mungkin 

adanya kenaikan tarif, tetapi tidak sebesar perhitungan jika menggunakan NPPN 

maupun Pembukuan. 

 

Berikut bukti PKM yang kami dokumentasikan : 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan kunjungan 1-3 PKM yang telah kami lakukan, dimana didapatkan 

suatu perhitungan yang pasti jika menggunakan metode selain tarif UMKM yaitu : 

1. Terjadi kenaikan pembayaran pajak yang sangat besar baik menggunakan 

Pembukuan maupun Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NTPN) karena 

perbedaan tarif dimana orang pribadi dikenakan tarif progresif mulai 5%-35%. 

2. Dengan memahami dan mengerti kewajiban perpajakan yang harus dijalankan 

tahun 2025 maka pemilik UMKM sangat senang dan bersyukur artinya dapat 

dilakukan persiapan atau antisipasi tentang apa saja yang harus dilakukan mulai 

saat ini. 

3. Pemilik dan staff yang ada mulai merapikan administrasi baik uang masuk dan 

uang keluar dan aktivitas lainnya jika nanti dipilih menggunakan pembukuan. 

Tetapi jika nanti dipilih menggunakan NPPN, maka staff dan pemilik tahu pasti 

berapa persen keuntungan yang didapatkan sebenarnya, artinya jika nanti 

dirasakan menggunakan NPPN lebih mahal maka pengusaha UMKM dapat 

mengajukan ijin ke DJP untuk beralih menggunakan pembukuan. 

4. Pemilik UMKM sangat berharap pemerintah melalui Kementerian Keuangan 

memperpanjang atau mengeluarkan regulasi perpajakan sejenis, mengingat 

UMKM merupakan salah satu punggung ekonomi Indonesia terbesar. Jika 

UMKM bermasalah atau banyak yang berguguran, bisa dipastikan dampaknya 

sangat besar dan menggangu pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

5. Melalui PKM dosen fakultas ekonomi dan bisnis Unversitas Tarumanaga, secara 

langsung berperan aktif dalam mendukung kegiatan ekonomi para UMKM dan hal 

ini akan menimbulkan sinergi yang sangat baik antara dunia Pendidikan dengan 

aktivitas kegiatan ekonomi di dunia bisnis. 

6. Mahasiswa dalam proses belajar, ikut berperan aktif dalam dunia usaha sehingga 

sangat baik jika mereka lulus dapat menjadi pengusaha maupun karyawan yang 

siap pakai. 
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5.2 Saran 

1. Mulai melihat dan memperhatikan kembali aktivitas usaha UMKM nya dan 

bagian-bagian mana yang harus dilakukan efisiensi karena selain kenaikan bahan 

baku, tenaga kerja di tahun depan maka pengusaha harus menanggung beban 

pajak yang berat jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

2. Mencari alternatif berdasarkan peraturan yang ada, dimana para pemilik UMKM 

orang pribadi dapat membentuk CV atau PT supaya tetap mendapatkan tarif 

insentif UMKM. Tetapi disini harus diingat oleh para pemilik UMKM bahwa 

metode ini hanya sementara mengingat CV baru berdiri hanya mendapat insentif 

pajak UMKM selama 4 tahun, sedang untuk PT hanya mendapatkan insentif 3 

tahun saja. 

3. Melalui asosiasi atau perkumpulan yang ada, para pengusaha UMKM dapat 

menyuarakan mengenai masalah perpajakan ini karena kenaikan sangat besar. 

Melihat keadaan bisnis yang semakin sulit, kiranya peraturan atau kebijakan 

insentif pajak dapat diperpanjang waktunya. Jika tidak mungkin dilakukan 

perpanjangan, kira dikeluarkan peraturan yang sejenis walaupun mungkin ada 

kenaikan tarifnya. 
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